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NDMOR 1t TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMLM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang undang
Nomor 18 Tabun 1997 tentang Fajak  Daesrah dan
Retribusi Daerah , maka Peraturan Dasrah tentang
Retribusi Daerah harus disesuaikan materinya
dengan Undang—undang tersebut j§

babwa untuk melaksanakan penvesuaian tersebut di
atas, dipandang perlu untuk AYENT Y LS LT dan
menetapkan  Peraturan Daerah Mabupaten Daerah
Tingkat II Demak tentang Retribusi Parkir di Tepi
Jalan Umum .

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Femben-
tukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi
dJawa Tengahi

Undang-undang Nomor % Tabun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037 )} 3

Undang=—undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
fAcara FPidana ( Lembaran HNegara Tahun 1981 Nomor
76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) §

Undang—undang HNomor 14 Tabun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan { 'Lembaran MNegara
Tabun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara-
Nomor 3480 ) 3

Undang—undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Fajak
Daerah dan HAetribusi - Daerah (Lembaran Negara
Tabun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Momor 3683 ) 3

Feraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1974
tentang Perluasan Kotamadiasa Desrah Tinghkat I1I
Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor Z3,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079 ) 3

7« Peraturan ...
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7. Feraturan Femerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
FPenverahan zebagian Urusan Femerintah dalam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran
Megara Tahun 1990 Momor 24, Tambahan Lembaran
MNegara MNomor 3410) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Tahun 1997
Momor 55, Tambahan Lembaran Megara Nomor 34892) 3

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Fenyidik Fegawsai Negeri S5ipil di Ling-
kungan Femerintah Daerah j

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Pera-
turan Dasrah Perubahan j

Feputusan Henteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1997 tentang Frosedur Pengesahan Feraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah j

12. Keputusan Menteri Dalam MNegeri Nomor 174 Tahun
i797 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retri-

busi Dasrah 3

13, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemneriksaan di Bidang
Retribusi Dasrah j

14, Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 1988 tentang
Fenyidik Fegawaili Negeri 8ipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupsten Daerah Tingkat 1@
Demak ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
. 11 Demak Tahun 1988 Nomor 8 ) .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyvat Dasrah #abupaten
Daerah Tingkat II Demak .

MEMUTUS KAN

Menetapkan : FPERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK
TENTANG RETRIBUSI FPARKIR DI TEFI JALAN UMUM .

BAE I
EETENTUAN UMLIM
Fazal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan @
a. Daerah adalah Wabupaten Daerah Tinagkat II Demak 3
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Demak i

c. Kepala Dasrah ...
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Eepala Daerah adalah Bupati tepala Dasrahn
Tingkat II Demak

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak j

Fendaraan adalah zemua kendaraan baik bermotor
mavpurn tidak bermotor vang parkir di tempat dan
atau lokazi parkir 3

Parkir adalah keadaan tidak bergesrak suatu kenda-
raan yang tidak bersementara j

Fetribusi Farkir ditepi jalan umum yvang selanjut-
nya disebut Retribusi adalah pembayvaran atas
pelavanan tempat parkir vyang ditetapkan oleh
fepala Dasrah 3

Fetugas parkdir adalah petugas vang ditunjuk oleb
Kepala DIFPENDA untuk melayani kendaraan
ditempat/lokasi parkir 3

Parkir wumum adalah parkir wvang diselenggarakan
cleh Pemerintah Daesrah dengan l1lokasi di  tepi
jalan umum atau lokasi lain vang ditetapkan
Kepala Dasrab i

Tempat parkir adalah tempat vang berada di  tepi
jalan umum tertenty dan atau tempat lain yang
telah ditetapkan oleh Kepala Dasrah sebagal
tempat parkir kendarsan j

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meli-
puti persercoan terbatas, perseroan komanditer,
peraerocan lainnya, badan wasaha milik negara atau
Daesrah dengan nama dan bentuk apapun, perseku-
tuan, perkumpulan, firma, kongsi, Loperasi.,
vayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga,
dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan
usaha lainnya j ¥

Fejabat adalah Pegawai vang diberi tugas tertentu
di bidang Retribusl Daerah sesuai dengan PFPeratu-
ran perundang-undangan yvang berlaka

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yvang selanjutnya
disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang men -
cantumkan besarnya jumlah Fetribusi yang
terutang ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yvang selanjutnya
disingkat STRD adalab Surat  untuk melakukan
tagihan Retribusi dan atau smanksi administrasi
berupa bunga dan atauw denda .

BAB 'II ..
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BAR II
MaMa, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Parkir Ditepi Jalan  Umum
dipungut pembayaran atas pemakalan tempat parkir
ditepi jalan umum .

(2) DObhyek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir
ditepi Jalan Umum .

{3) Subyek Retribusi adalah oramng pribadi ataug
badan yang mendapatkan pelayanan ditempat parkir
ditepi jalan umum .

BAR III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusei Tempat Parkir Ditepi Jalan Umum digolong=-
kan Retribusi Jasa umum .

BAR IV
CARA MENGUEUR TINGEAT PENGBUNAAN JASA
Pazal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuen-—
si, pemakaian dan jenis kendaraan yang diparkir .

BAE W

PRINBIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
didasarkan pada tujvan untuk mengendalikan permin-
taan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangks
memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memper—
hatikan biaya penyediaan marka dan rambu parkir,
biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan
pengendalian serta biava operasional dan peﬁeliham
Fasn .«

BAE VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
FPasal &
{1) Dasar pengenaan Retribuzi Parkir di Tepi Jalan

Umum adalah besarnya pelayanan yang diberikan
untuk parkir Jjumlah waktu pelaksanaan parkir
serta jenis kendaraan parkir .

{2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai
berikut s

a. untuk ...



(1)

(1}

o

a. untuk kendaraan bermotor roda empat atau
lebih (truck, bis, bus mini) sebesar Rp.
a00 , ~ (lima ratus rupiah) untuk sekali

parkir 3

b. wntuk kendaraan bermotor Jjenis (pick up,
jeep, sedan, mobil keluarga) sebesar Rp.
300, - {tiga ratus rupiah) untuk sekali
parkir 3

C. untuk kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp.
200 ,~ {dua ratus rupiah) tntuk sekali
parkir g

d. untuk kendaraan tidak bermotor jenis dokar.
andong, gerobak kuda, =sebesar Rp. 100, -
(seratus rupiah) untuk sekali parkir .

BAER WVII
KARCIS DAN FPETUGBAS KARCIS
Pasal 7

Setiap kendaraan vang dipungut Retribusi Parkir
diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis
parkir .

Bentuk, wkuran dan jeniz karcis parkir akan
ditentukan oleh Kepala Daerah Cq. Dinas Pendapa-
tan Daerah .

Fasal 8

Terhadap lokasi parkir wvang disediakan oleh
Femerintah Daerah dapat dipungut oleh petugas
parkir .

Fetugas parkir ditunjuk oleh Kepala Dipenda .

Fasal o

Fetugas parkir kendaraan mempunvai kewajiban sebagsai

berikut :

.

mengatur dan menertibkan kendaraan Y ang
diparkir .

memungut retribusi sesuai dengan ketentuan vang
berlaku .

BARER VIII ...
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BAR WIII
WILAYAH PEMUNGUTAM
Fazal 10

Wilayah pemungutan adalah di wilayvah Daerah .
BAE IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Fasal 11

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbit-
kannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAE VIII
TATA CARA PEMUNGUTARN
FPasal 12

{1} Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan .

BAB IX
SAaMNKST ADMIMNISTRAGRI
FPagal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kuwrang membavar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bungs sebeszar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari retribusi vyang terutang atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAR X
TATA CARA PEMBAYARAN
FPasal 14
(1)} Pembavaran retribusi harus dilakukan EECara
tunai/lunas .
(2} Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepals
Daerah .

Bap XI
TATA CARA PENMAGIHAM
Pasal p i

{1) Pengeluaran SBurat Teguran/Peringatan/Surat lain
vang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7
{tujuh) hari jatuh tempo pembayaran .



{2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tang-
gal surat teguran/peringatan/surat lain yang
sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retri-
businva vang terutang .

{3} Burat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk .

Bag X1l
EETEMTUAN FPIDANA
Fasal 1é&

{1} Wajib Retribusi yvang tidak melaksanakan kewaj-
ibannya szhingga merugikan Keuangan Dasrah
diancam pidana kurungan paling lama o { Eriam )
bulan atauw denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah retribusi vang terutang .

{2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran .

BAE XIII
PENY LD IKAN
FPasal 17
{1) Feijiabat FPegawai . Negeri Sipil tertentu  di

lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidi-
kan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

{2} Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah agar
keterangan atau laporan terssbut menjadi

lebih lengkap dan jelas j

b, meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi daerah terse-

but §

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbua-
tan vyang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerah tersebut j

d. memeriksa ...
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d. memeriksa buku—buku, catatan—catatan dan
dokumen—dokumen lain serta melakukan penyi-
taan terhadap bahan bukti tersebut j

e. melakukan penggeledehan untuk mendapathkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan doku-
men—dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut 3

f. meminta bantuan tensga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi dasyrah j

g. menyuruh berbenti dan/ataw melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

. ; identitas orang dan / atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud huruf e 3

h. memotret seseorang vyandg berkaitan derngan
tindak pidana retribusi daerah 3

i. memardggil orang wuntuk didengar keterangan-—
nya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi j

Jj. menghentikan penyidikan i

k. melakukan tindakan lain wvang perlu  untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi menuwrut hukum yang dapat dipertang—

. ounojawabkan .

(3) Penyidik s=sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitabukan dimulainya penyidikan dan menyam-—
paikan hasil penyidikan kepada Fenuntut Umnum
gesual dengan ketentuan yang diatur dalam Un-
dang-uwndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
ficara FPidana .

BAR KIV
KETENTUAN FENUTUP
Faszal 18
Hal-hal wvang belum diatur dalam Peraturan Daerah

ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih
lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19 ...

—



Pasal . 1e

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Demak Nomor 6 Tahun 1980 dan Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Demak Nomor 7 ‘Lahun 1995 serta penunjuk pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Pasal ‘ge
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Demak.

Ditetapkandi Demak
pada tanggal 18 Juni 1998

DAERAH TINGKAT II
MAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH /="
~TINGKAT I DEMAK r

" 'pIGKO WIDJI SUWITO

DISAHKAN

“ﬂt& Mageri
11 eputusan Menteri Dalam
Al ’Eupubl:k Indonesia

420 1ol L i e “”,}C}i

: rektorat l:ndsrll
U'mum Dan Otonomi Dnnlh

PMundangkan

ﬂl‘iﬂihﬂarm Baerah Kabu
paten Baerah .

"Seri B Nemer 8
AERAN TK. II DEMAK [

re:” EBT SABARNG
Fambina Wtema Muda
NIP. 918065792
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PENJEL ASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1I DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 1998
TEMNTARNG
RETRIBUSI PARKIR DI TEFI JalAN UMUM

FPEMJELASAN UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan dan untuk
menciptakan ketertiban lalu lintas di teopat uasum dalam
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, dipandang perlu
mengadakan pengaturan tempat parkir

Felayanan dan penyediaan sarana parkir kendaraan
merupakan sumber pendapatan daerah yang pelaksanaannya perlu
disesuaikan dengan Undang=undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

FEMJELASAN FPASAL DEMI FABAL

Pasal 1 =.d Pasal 35
Pasal & avat (1} i Cukup jelas .

L

Cukup jelas .

Pasal & ayat (2) ¢ Tarif Retribusi Parkir hanva berlaklu
mulai jam 08.00 s.d jam Z1.00 WIE.

&

Fasal 2.d Pasal 20 Cukup jelas .
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